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mula olell pembuat undang-undang (Weigever). Hal itu

Larena suatu materi yang telah disusu1'1 dengan s.ebalk;ibalktn();? ;falll( all:an
ada artinya sama sekali apabila materi tersebut tidak na}t(pa lpt ahan an
untuk berlaku. Karena itu untuk dapat mempertahankan nlla en-n;aten
tersebut agar dapat terlaksana, maka dalam penyusundn suztute;;eri uran
perundang-undangan, di samping harus memenul.u sya;at-syar enisf; lln di
atas, juga perlu memperhatikan hal-hal yang bCI‘SIfat. k usus&.seg ! alnya
ketentuan menganai sanksi pidana atau yang lazimnya disebut dengan

- idana (strafbepalingen) .
l\etentu?::t?etulny; pclff;gunaan istilah ketentuan pidana dalam peraturan
karena pidana itu sendiri hanya

- adalah tidak tepat
perundang-undangan anksi yang ada. Namun ketentuan

akan salah satu bentuk dari sanksi-s ntua
SZ;Z yang dimaksudkan di sini sebenarnya adalah ketentuan sanksi,

karena dalam peraturan perundang-undangan dikeqal b.eberapa. bfantuk
sanksi, yaitu “sanksi perdata yang dapat benfpa ganti rugl; sanksi pldanzll
dapat berupa penjara, kurungan, denda, dap _p]dana mati; sedangkan sanksj
administratif dapat berupa peneabutan 1zin ataupun penclab.utan hak”.
Dengan demikian, sebenarnya sanksi adalah tidak hanya sanksi pidana. Oleh
schab itu istilah ketentuan pidana lebih tepat disebut dengan ketentuan
sanksi (sankstie bepalingen), bukan ketentuan pidana (straf bepalingen).

Apabila ditelusuri lebih jauh tentang keberadaan suatu ketentuan
sanksi dalam peraturan perundang-undangan, sebenarnya hal tersebut tidak
terlepas dari adanya unsur-unsur norma yaitu, yang berisi keharusan atau
perintah untuk berbuat sesuatu (gebod) dan larangan untuk berbuat sesuatu
(verbod). Keberadaan unsur-unsur norma tadi (gebod dan verbod)
dimaksudkan untuk memelihara dan mewujudkan ketertiban dalam
masyarakat. Agar norma tersebut dapat ditaati maka diperlukan adanya
sanksi, Dalam ilmu perundang-undangan, berkaitan dengan unsur-unsur
norma tadi dikenal adanya norma hukum primer dan norma hukum sekunder
(Suprapto, 1998: 15-16).

Norma hukum primer adalah suatu norma hukum yang berisi aturan/
patokan bagaimana ecara kita harus berprilaku dalam masyarakat. Sebagai
contoh, norma tersebut dirumuskan dalam kalimat sebagai berikut:
“Hendaknya engkau tidak meneuri ”, Norma hukum sekunder adalah suatu
norma hukum yang berisi tata cara penanggulangannya apabila norma
hukum primer itu tidak dipenuhi (dilanggar). Jadi norma sekunder ini baru
bf:reaksi apabila norma primer dilanggar. Sebagai eontoh, norma tersebut
dirumuskan dalam kalimat “apabila engkau mencuri dihukum”,

yang dikchendaki se
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mnya dalam undang-undang, dapat dilihat misalny,
[ Nomnor 9 Tahun 1975 tentang Pclaksanan Undang.
tentang Perkawinan. Pasal 40 peraturan
bahwa apabila seorang suami bermaksyd
maka ia wajib mengajukan permohonan

iya pengaturan sebelu
dalam Peraturan Perinta
undang Nomor | Tahun 1974
pemerintah terscbut mengatakan
untuk bersterd lebih dari scorang,

secara tertulis kepada pengadilan.
Ancaman pidana terhadap pelanggaran ketentuan tersebut, yang

tercantum dalam Pasal 45 Ayat (1) luruf (a) adalah maksimum pidang
ak adanya dasar hukum yang kuat dalam

denda Rp. 7.500,-. Dengan tid

penentuan sanksi tersebut di atas, maka untuk melaksanakan sanksi pidang
tersebut telah menimbulkan ketidak-pastian hukum apalagi ancaman sanks;
yang dikenakan nyata-nyata ringan sekali. Akibatnya seorang pria (Islam)
yang ingin kawin lagi dengan mengambil istri kedua, dapat saja
melakukannya dengan mudah yaitu dengan membayar pidana denda hanya

sebesar Rp. 7.500,-. .
Apabila ditelusuri lebih jaub, penyebab dari ketidak-pastian hukum
tersebut terletak pada teknis pembuatan peraturan perundang-undangan

secara keseluruhan yaitu karena masih belum adanya ketegasan yang pasti
mengenai penentuan sanksi pidana tersebut. Sementara pedoman teknis
pembuatan peraturan perundang-undangan yang baku dan yang dapat
dipedomani dalam pembuatan peraturan perundangan-undangan itu juga
belum ada sampai sekarang.

Pada buku pedoman teknis pebuatan peraturan perundang-undangan
yang saat ini dipakai sebagai pedoman sementara oleh Departemen
Kehakiman Republik Indonesia, dikatakan bahwa ‘“Peraturan pemerintah
tidak dapat memuat ancaman pidana kecuali apabila sudah ditentukan dalam
undang-undang” (Depkeh, Tanpa Tahun: 7-8). Tetapi pada bagian lain
disebutkan lagi bahwa: “Pada hakikatnya peraturan pemerintah tidak boleh
memuat ketentuan pidana, kecuali jika diwenangkan secara umum oleh
undang-undang atau diwenangkan secara khusus oleh undang-undang yang
bersangkutan”. Selanjutnya disebutkan pula bahwa bila dikehendaki
kfewenangan-kewenangan kepada peraturan pemerintah untuk menentukan,
pidana terhadz?p pe]apggaran ketentuan-ketentuannya, dapat diberikan secara
;ugnzl;mNs:;i%alglzgn;a?;?rl::i);]a pernah teljadi dengan c:m’onantie d.alam Stb.

yan ya berbunyi sebagai berikut: “Apabila dalam
suatu or.donnontle tidak ditentukan lain, maka di dalam regering
v:;lo{rfierfmg (peraturan pelaksanaan suatu undang-undang), dapat ditetapkan
sanksl pidana tethadap pelanggaran peraturannya dengan pidana kurungan
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paling lama 3 bulan aay denda
disertai perampasan baran
23).

sctinggi-tingginya 500 guiden dengan

g-barang tertentu atau tidak” (Attamimi, 1984

Dari uruian-uraian :
’ at . .
petunjuk-petunjuk yang harys das jelas terlihat, betapa masih rancunya

lpcdoman .
tersebut. Sementara kedudukan } dalam penentuan sanksi pidana

; Sth. 1927 N ' i -
dipertanyakan apakah masih berjaky atay tidak.omor 0t sendin masih
Mengenai -hal inj terdap

praktisi perundang-
staatblad tersebut
mengatakan bahwa s
1984 23),

Pendapat yang pertama mendasarkan pertimbangannya pada
ketentuan-ketentuan peralihan yang terdapat pada ketiga undang-undang
dasar yang pernah berlaku di Indonesia. Pertama Pasal 11 Aturan Peralihan
Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Segala badan negara
dan peraturan yang ada masih tetap berlaku, selama belum diadakan yang
baru menurut Undang-undang Dasar 1945”. Ternyata selama periode
berlakunya Undang-undang Dasar 1945 (1945-1949) memang belum ada
suatu ketentuan yang baru, sehingga staatsblad tersebut masih berlaku.
Kemudian ketika Undang-undang Dasar 1945 diganti dengan Konstitusi
Republik Indonesia Serikat (disingkat RIS), terlihat pula bahwa dalam
Ketentuan Peralihannya yaitu Pasal 192 Ayat (1) menyatakan bahwa
“peraturan, undang-undang, dan ketentuan-ketentuan tata usaha yang sudah
ada pada saat Konstitusi RIS mulai berlaku, tetap berlaku dengan tidak
berubah sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan Republik
Indonesia sendiri, selama dan sekedar peraturan-peraturan dan ketentuan-
ketentuan itu tidak dicabut, ditambah, atau diubah oleh undang-undang dan
ketentuan-ketentuan tata usaha atas kuasa Konstitusi RIS”. Dengan
demikian, staatsblad tersebut dianggap pula tetap masih berlaku karena
memang belum ada penggantinya. Selanjutnya ketika Konstitusi RIS diganti
oleh Undang-undang Dasar Sementara 1950, terlihat pula dalam ketentuan
peralihannya yaitu Pasal 142 yang isi ketentuan tersebut sama dengan yang
terdapat dalam Konstitusi RIS, sehingga staatblad tersebut juga dianggap
masih barlaku. Akhirnya ketika kita kembali kepada Undang-undang Dasar
1945 pada tahun 1959, ternyata Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang
Dasar 1945 terlihat dan berlaku kembali. Atas dasar pertimbangan-

at dua pendapat dikalangan teoritisi dan
undapgan, Pendapat pertama mengatakan bahwa
masih  berlaku sedangkan pendapat yang kedua
taatblad tersebut sudah tidak berlaku lagi {Attamimi,
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pertimbangan terschut, maka pendapat pertama mengatakan  bahwy
masih tctap berlaku.

Staatsblad 1927 Nomor 340 itu '
” Pendupat  kedua mendasarkan  pertimbangannya bahwa dengan

' : ihan Undang-undang Dasar 1945, maka
mengindahkan Pasal 1T Aturan Pcral‘lhan :
dalmi periode  scbelum Konstitusi RIS (1945-1949), ‘Slfmr{blad 1027
Nomor 346 masih berlaku. Namun setelah berlakunya Konstitus R‘]S, pada
Pasal 141 Ayat (1) dikatakan hahwa, peraturan-peraturan menjalankan

. intah. Namanya ialah peraturan
ane-undang  ditetapkan olch pcmcrmtah‘ ,
ol I%cmudialr)l pada Ayat (2) diketahui bahwa, peraturan

pemcrintal, l
pemcrintah  dapat mengancamkan hukuman—huku{nan atas pelanggaran
aturan-aturannya. Batas-batas hukuman yang akan ditetapkan diatur dengan

Dengan adanya  ketentuan-ketentuan - dalam

.undang Federal. i
Undang-undang ka pendapat yang kedua mi mengatakan bahwa

Konstitusi RIS terscbut, ma ! .
. Jad Tahun 1927 Nomor 340 tersebut sudah tidak berlaku lagi karena

fﬁﬂi;f?enump daya lakunya. Menanggapi perbedaan pendapat ini Hamid S.
Atiamimi lebih ccnderung untuk menyatakan bahwa pendapat yang be.nar
adalah yang kedua, karcna menurut pakar ilmu pecrundang-undang itu,
berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945, bahwa
Syqatsblad 1927 Nomor 346 itu hanya dapat berlaku sampai tibanya
Konstitusi RIS. Untuk sclanjutnya dengan kekuatan atau aturan-aturan
peralihan lainnya, baik dari Konstitusi RIS ataupun Undang-undang Dasar
Sementara 1950 maupun dari Undang-undang Dasar 1945 yang kemudian
berlaku lagi, staatsblad terschut tidak dapat “hidup kembali”. Apalagi
staatsblad itu sendiri bukanlah undang-undang, karcna ordonnantie tidak
sama dengan undang-undang meskipun tingkat berlakunya disamakan
(Attamiini, 1984: 24). _ _

Dalam masalah ini, sesuai dengan materi-materi pendidikan yang
pernah penulis ikuti tentang pembuatan suatu peraturan perundang-
undangan (wetgevingsieer), maka penulis lebih cenderung dan setuju dengan
pendapat yang kedua. Namun untuk tujuan penulisan ini, terlepas dari
argumentasi tentang berlaku atau tidaknya staatsblad di atas, bagaimanapun
Juga untuk menentukan suatu sanksi pidana, kita harus kembali kepada
tujuan utama dari penentuan sanksi itu, yaitu tujuan yang ingin dicapai
dengan pcneantuman sanksi pidana itu dalam suatu peraturan perundang-
undangan, Tujuan mecnentukan sanksi tersebut jelas untuk adanya kepastian
hukum. Atas dasar hal itu, penulis berpendapat bahwa apabila tujuan yang
ingin dicapai ini dikaitkan dengan kenyataan bahwa suatu peraturan
pemerintah yang memuat ketentuan sanksi tanpa adanya pengaturan
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aneaman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda selinggi.

ingginya scpuluh rupiah™
2. Daiin undang-undang itu sendiri. Misalnya Pasal 15 'Ay'at (1) Hury f‘(?)
Hinder Ordonnantic yang berbunyi “Yan.g rlzlcr(rjlll(llkl,(j :nem;)un)l,al’
¥ urus tempat usaha yang dimaksudkan dalam Pasal |,

e dengan © ’ Jamanya dua bulan atau denda

dipidana dengan kurungan sc]ama-” '
sc{)inggi-tingginya lima ratus rupiah, jika ... atau hertindak bertentangan

"
dengan larangan dalam Pasal 2 atau 3". '
di atas, terlihat adanya ancaman-ancaman

i pasal-pasal terscbut :
pidana ?c?)rclrti??skurzngan seIama-lgmanya 3' bulan dan/atau denda setingg;-
tingginya sepuluh ribu rupiah. Berikutnya pld@a kurungan Sfalama-lamgnya
dua bulan atau denda setinggi-tingginya Ilmz‘z ratus rupiah. Meskipun
demikian kita tidak dapat mengetahui bagaimana menen'tukan besar
keeilnya hukuman tersebut. Kenapa harus ditetapkan 3 bulan, tidak 6 bulan
misalnya, atau kenapa denda harus Rp. 10.000,- atau }'1anya Rp. '500,-
(sekarang 12 x Rp. 500,-)? Apakah denda tersebut terlalu ringan atau tidak?
Kalau hukuman itu terlalu ringan, berapa sebetulnya besar hukuman yang
dianggap wajar atau adil untuk suatu pelanggaran atas suatu undang-undang,

Semua hal-hal tersebut di atas masih belum ada patokan yang pasti
dalam peraturan perundang-undangan kita, KUHP sendiri yang merupakan
pedoman yang harus kita ikuti dalam mencntukan sanksi, juga tidak
memberikan patokan yang bisa digunakan untuk itu. KUHP hanya
menetapkan batas maksimum dan minimum suatu hukuman pidana,
akibatnya lahir pula dua pendapat tentang perlu atau tidaknya patokan

tersebut,
Pendapat pertama mengatakan perlu adanya patokan dalam

penentuan sanksi, scdangkan pendapat kedua mengatakan tidak perlu
adanya patokan cukup diserahkan pada keyakinan hakim, Kemudian bagi
yang tidak puas dengan suatu putusan hakim, diberikan upaya hukum untuk
mengajukan banding, kasasi, peninjauan kembali, atau minta grasi.

Kelihatannya, dalam praktik, pendapat kedua lebih dominan
schingga timbul kecenderungan adanya yang disebut dengan “‘disvaritas
pemidanaan” atau putusan yang bervariasi tentang pemidanaan (Hamzah,
1986: 180-181) misalnya, pencuri ayam dihukum 3 bulan, sementara
i«;lruptor yang merugikan negara milyaran rupiah hanya dihukum satu (1)
ahun,
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IV. UPAYA PEMECAHAN MASALAH

Mengingat pentingnya pencntuan  sanksi

peraturan pcrundang-undangan sedangkan ketentuan yang pasti mengenai
hal tersebut belum ada Sampai sckarang

. , maka untuk mengatasi terjadinya
suatu kft'dakad‘]a}‘ lentang penghukuman, perlu dilakukang penelitian atau
peng}cajlap terlebih dahulu kita hendak menetapkan sanksi, Misalnya,
apabxla‘klta akan' menctapkan kategori perbuatan itu sebagai pelanggaran
atau kej ah'atan, kl_ta perlu mengkaji apakah dengan kategori tersebut akan
dapat lcbih meningkatkan ketahanan dari undang-undang tersebut atau
dcngan. tmdak.an erscbut akan lebih mendekati rasa keadilan, Selain it
perlu juga dikonversikan besarnya denda pada peraturan perundang-
undangan zaman penjajahan Belanda yang sampai saat ini masih berlaku
terhadap kondisi sckarang, misalnya besarnya denda 500 gulden. Untuk
lebih  mendekati rasa keadilan, dapat saja ditempuh upaya dengan
membandingkannya dengan harga emas pada masa dahulu dengan sekarang,
Misalnya ketika itu 500 gulden dapat untuk membeli 100 gram emas.
Kemudian harga satu gram emas sckarang Rp. 70.000,-. Jadi 500 gulden
pada waktu itu bisa dikonversikan dengan 100 gram dengan harga emas saat
ini, yaitu Rp. 7,000.000,-,

Sclanjutnya patokan dasar dalam hukum pidana Indonesia, tetap
mempertahankan asas “nullum delictum nula poena sine praevia legi
poenali” yaitu suatu perbuatan hanya dapat dijatuhi hukuman apabila
hukuman atas perbuatan itu telah diatur sebelumnya dalam undang-undang.
Dengan demikian dalam hal pencantuman sanksi pidana dalam peraturan
pemerintah, harus tetap dipertahankan secara konsekuen bahwa suatu
peraturan pemerintah hanya dapat mencantumkan sanksi pidana apabila

ketentuan sanksi terscbut telah diatur sebelumnya di dalam undang-undang
yang bersangkutan,

pidana dalam suatu

V. PENUTUP
A, Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, penulis
dapat mengambil kesimpulan scbagai berikut;

1. Pencantuman kctentuan sanksi dalam suatu peraturan pemerintah tanpa

ada pengaturan sebelumnya di dalam suatu undang-undang adalah
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